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ABSTRAK

(-
Menurut Undang-undang No. 35 Tahun 2009 Pasal 1 tentang Narkotika,
pengertian narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman,
baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan
kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat
menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagamana
terlampir didalam undang-undang tersebut. Narkoba tidak hanya dapat merusak bangsa
namun juga para pengedar dan penegak hukum, contohnya seperti yang dilakukan para
reserse narkoba selaku penyidik kasus narkotika yang dijadikan tersangka atas kasus
penggelapan barang bukti narkotika 200gram jenis shabu. Jenis penelitian hukum yang
dilakukan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute
approach) dan pendekatan konsep (concept approach). Adapun bahan hukum yang
digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum
primer, sekunder dan tersier dengan pengumpulan bahan penelitian berupa bahan-bahan
hukum bersifat normatif dilakukan dengan cara penelusuran, pengumpulan, dan studi
dokumen, baik secara konvensional maupun menggunakan teknologi informasi (internet).
Bahan hukum yang telah diperoleh, diolah secara Content Analysis. Penelitian ini
memaknai hukum sebagai suatu sistem yang terdiri dari atas tiga elemen utama berupa
aturan-aturan, prinsip-prinsip, dan moralitas yang berinteraksi secara positif guna
menggerakkan bekerjanya sistem tersebut secara dinamis.Kemudian diolah berdasarkan
asas-asas atau konsep-konsep hukum, dan peraturan perundang-undangan yang terkait.
Dari analisis tersebut ditarik kesimpulan secara deduktif-induktif yaitu dengan beranjak
dari prinsip umum ke prinsip khusus kemudian ditarik menjadi kesimpulan umum, yang
merupakan jawaban dari permasalahan yang dibahas dan diuraikan secara sistematis.

Kata Kunci : UU No.35 tahun 2009 Pasal 1 tentang Narkotika, Penegak Hukum, Reserse
Narkoba



BABI

PENDAHULUAN Wt ,

A. Latar Belakang

Narkoba tak lagi memandang usia, mulai dari anak-anak, remaja, orang
dewasa hingga orang tua sekalipun tak luput dari jeratan penyalahgunaan narkoba ini.
diperkirakan sekitar 1,5 persen dari total penduduk Indonesia adalah korban dari
penyalahgunaan narkoba tersebut.! Masalah peredaran narkoba ini juga tak kalah
mengkhawatirkan, tidak hanya di kota-kota besar saja namun sampai merambah ke
pelosok Indonesia.

Dengan jumlah populasi penduduk yang sangat besar, melebihi angka 200
juta penduduk ini tentu membuat Indonesia menjadi sasaran peredaran gelap
narkoba.” padahal pada awalnya Indonesia hanya sebagai tempat persinggahan lalu
lintas perdagangan narkoba, dikarenakan lokasinya yang strategis. Seiring
berjalanannya waktu Indonesia mulai bertransformasi, tidak hanya sebagai tempat
peredaran natkoba namun juga sudah menjadi tempat menghasilkan narkoba, terbukti
dengan ditemukannya beberapa laboratorium narkoba di wilayah Indonesia.
Persoalan ini tentu menjadi masalah yang sangat serius , yang pada akhirnya dapat

menimbulkan gangguan keamanan dan ketertiban Nasional.

lhttp://indonesiabergegas.com/index.php?option=<:crm_content&.view=article&id=
n-gelap-nzartl)coba-dan-upaya-pencegahannya&catid=8&ltemid= 165
Ibid

81:peredara


http://indonesiabergegas.com/mdex.php?option=com_content&view=article&id=81:peredara

Narkoba merupakan singkatan dari Narkotika, Psikotropika dan Bahan
Berbahaya lainnya. Istilah narkoba yang banyak dikenal di Indonesia ini berasal dari
bahasa Inggris yakni Narcotics yang berarti obat bius. Menurut pasal 1 Undang-
undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, pengertian narkotika adalah zat atau
obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis
yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa,
mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimblkan ketergantungan,
yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagamana terlampir didalam undang-
undang tersebut.

Penyalahgunaan narkoba ini dapat menyebabkan ketergantungan,
mengganggu sistem syaraf pusat dan dapat menyebabkan gangguan fisik, jiwa, sosial
dan keamanan. Kerugian yang ditimbulkan juga sangatlah besar. Kerugian terhadap
pribadi sendiri dapat terlihat dari perubahan perilakuiiya, yang awalnya normal
menjadi lebih pemuruh, pemarah, tidak peduli dengan sekitar hingga akhirnya akan
menyakiti diri sendiri akibat gejala ketergantungan.?

Selain itu juga kecenderungan akan mengidap penyakit menular berbahaya
akibat mengkonsumsi narkoba ini juga menjadi semakin besar. Bagi keluarga selain
berdampak pada kerugian ekonomi, korban penyalahgunana narkoba ini secara tidak
langsung telah mencoreng nama baik keluarga di mata masyarakat. kehidupan
sosialnyapun akan ikut terganggu, korban penyalahgunana narkoba ini akan

cenderung untuk melanggar nora yang berlaku di masyarakat sehingga

3 Ibid



memungkinkan dirinya untuk melakukan tindakan melawan hukum hanya untuk
memenuhi hasratnya untuk kembali mengkonsumsi narkoba seperti mencuri,
merampok bahkan hingga membunuh sekalipun. Kerugian yang akan diterima dalam
kehidupan berbangsa dan bernegara ialah semakin rusaknya genersi muda penerus
bangsa yang akan mebuat bangsa ini mengalami kemunduran yang bisa mengancam
kestabilan nasional.

Narkoba tidak hanya dapat merusak bangsa namun juga para pengedar dan
penegak hukum, contohnya seperti yang dilakukan para reserse narkoba selaku
penyidik kasus narkotika yang dijadikan tersangka atas kasus penggelapan barang
bukti narkotika 200gram jenis shabu.® Seharusnya pelaksanaan proses penyidikan

dilaksanakan oleh penyidik dengan wewenang sebagai berikut :

1. Menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak
pidana.

Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian

Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri
tersangka.

Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan.
Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat.

Mengambil sidik jari dan memotret seseorang

Memanggil orang untuk didengar sebagai tersangka atau sebagai saksi.
Mendatangkan seorang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan
pemeriksaan penyidikan.

9. Mengadakan penghentian penyidikan.

10. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

il

CHEA e

Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara

yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang

4

http://www.kalsel.polri.go.id/index.php/berita/923-berkas-tiga- . ’
dilimpahkan-ke-kajati.htm] ga-penyidik-narkoba


http://www.kalsel.polri.go.id/index.php/berita/923-berkas-tiga-penyidik-narkoba-

dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna

menemukan tersangkanya.

Pada upaya pembuktian dalam persidangan, penyitaan terhadap barang bukti

oleh penyidik mempunyai peranan yang sangat penting. Pada tindak pidana narkotika

penyidik mempunyai wewenang melakukan penyitaan barang bukti berupa narkotika.

Hal ini dinyatakan dalam Pasal 87 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang

Narkotika :

(1) Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia atau penyidik BNN yang

@)

melakukan penyitaan Narkotika dan Prekursor Narkotika, atau yang diduga
Narkotika dan Prekursor Narkotika, atau yang mengandung Narkotika dan
Prekursor Narkotika wajib melakukan penyegelan dan membuat berita acara
penyitaan pada hari penyitaan dilakukan, yang sekurang-kurangnya memuat :

a. nama, jenis, sifat, dan jumlah;

b. keterangan mengenai tempat, jam, hari, tanggal, bulan, dan tahun
dilakukan penyitaan;

c. keterangan mengenai pemilik atau yang menguasai Narkotika dan
Prekursor Narkotika; dan

d. tanda tangan dan identitas lengkap penyidik yang melakukan penyitaan.

Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memberitahukan
penyitaan yang dilakukannya kepada kepala kejaksaan negeri setempat dalam
waktu paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak dilakukan
penyitaan dan tembusannya disampaikan kepada ketua pengadilan negeri
setempat, Menteri, dan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Pasal 88 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

menyatakan :

M

Penyidik pegawai negeri sipil tertentu yang melakukan penyi

Narkotika dan Prekursor Narkotika wajib membuat berita ez:ax?;)a:r:;ittzg;agaag
menyerahkan barang sitaan tersebut beserta berita acaranya kepada penyidik
BNN atau penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia setempat dalam
waktu paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak dilakukan



penyitaan dan tembusan berita acaranya disampaikan kepada kepala kejaksaan
negeri setempat, ketua pengadilan negeri setempat, Menteri, dan Kepala
Badan Pengawas Obat dan Makanan. - -

(2) Penyerahan barang sitaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
dilakukan dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari jika berkaitan
dengan daerah yang sulit terjangkau karena faktor geografis atau transportasi.

Selanjutnya, dalam Pasal 89 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009
Tentang Narkotika menyatakan :
(1) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 dan Pasal 88 bertanggung
jawab atas penyimpanan dan pengamanan barang sitaan yang berada di bawah
penguasaannya.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara penyimpanan,
pengamanan, dan pengawasan Narkotika dan Prekursor Narkotika yang disita
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.
Pihak yang berwenang atau Pejabat Pengelola Barang Bukti (PPBB) adalah
anggota Polri yang mempunyai tugas dan wewenang untuk menerima, menyimpan,
mengamankan, merawat, mengeluarkan dan memusnahkan berida sitaan dari ruang
atau tempat khusus penyimpanan barang bukti.’

Barang bukti ditempatkan di ruangan atau tempat khusus yang disiapkan dan
ditetapkan berdasarkan surat ketetapan oleh Kepala Satuan Kerja (Kasatker) untuk
menyimpan benda-benda sitaan penyidik berdasarkan sifat dan jenisnya yang dikelola

oleh Pejabat Pengelola Barang Bukti (PPBB).

5 . .
Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tah
s un 2010 Pasal 1Angka 8
SPeraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2010 Pasal lAn:kka 9



1

Dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia nomor 10
tahun 2010 tentang tata cara pengelolaan barang bukti dilingkungan Kepolisian
Negara Republik Indonesia dalam Pasal 21 menyatakan :

(1) Pengeluaran barang bukti narkotika, psikotropika, dan obat-obatan
terlarang untuk dimusnahkan, dilakukan setelah mendapat surat penetapan
dari Ketua Pengadilan Negeri/Kepala Kejaksaan Negeri setempat dan surat
perintah pemusnahan dari atasan Penyidik.

(2) Surat perintah pemusnahan dari atasan Penyidik sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), dikeluarkan oleh:
a. Direktur IV Narkoba/Kejahatan Terorganisir Bareskrim Polri pada
tingkat Mabes Polri;
b. Direktur Reserse Narkoba pada tingkat Polda;
c. Kapolwil/Kapolwiltabes pada tingkat Polwil/Polwiltabes;
d. Kapoltabes/Kapolres/tro/ta pada tingkat Poltabes/Polres/tro/ta; dan
e. Kapolres/tro/ta pada tingkat Polsek/tro/ta.

(3) Terhadap pelaksanaan pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Ketua Pengelola Barang Bukti harus melakukan prosedur sebagai berikut:

a. memeriksa dan meneliti surat perintah dan penetapan pemusnahan
barang bukti; "
b. membuat berita acara serah terima yang tembusannya disampaikan

kepada atasan penyidik dan tersangka; dan

c. mencatat dan mencoret barang bukti tersebut dari daftar yang
tersedia.

(4) Sebelum pelaksanaan pemusnahan, barang bukti sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), wajib disisihkan untuk keperluan pembuktian dan
pemeriksaan laboratoris yang dicatat dalam buku register yang tersedia.
Pertanggung jawaban pidana dalam istilah asing disebut juga dengan

teorekenbaardheid atau criminal responsibility, pertanggung jawaban pidana disini

dimaksudkan untuk menentukan apakah seseorang tersebut dapat dipertanggung
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jawabkan atasnya pidana atau tidak terhadap tindakan yang dilakukannya.” Apabila
ternyata bersifat melawan hukum dan terdakwa mampu bertanggung jawab maka
dapat dipidana.

Kemampuan bertanggung jawab tersebut memperlihatkan kesalahan dari
petindak berbentuk kesengajaan atau kealpaan selanjutnya apakah tindakan terdakwa
tersebut ada alasan pembenar dan pemaafnya atau tidak. Untuk menentukan
pemidanaan kepada pelaku tindak pidana haruslah dibuktikan dengan unsur-unsur
sebagai berikut 8

a. Subjek harus sesuai dengan perumusan Undang-Undang

b. Terdapat kesalahan pada pelaku

c. Tindakannya bersifat melawan hukum

d. Tindakan itu dilarang dan diancam pidana oleh Undang-Undang

e. Sesuai dengan tempat, waktu, dan keadaan lainnya yang ditentukan oleh

Undang-Undang

Dari kasus diatas, penyidik sebagai anggota Polri seharusnya menangkap,
menahan, menggeledah dan menyita tetapi dalam kenyataannya penyidik melakukan
penggelapan terhadap barang bukti hasil kejahatan berupa narkotika. Hal ini sesuai
dengan pasal 372 KUHP yang menyatakan “Barang siapa dengan sengaja dan
melawan hukum memiliki suatu benda yang seluruhnya atau sebagian milik orang

lain, yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, diancam karena

7 . .
S.R Sianturi, Asas-asas Hukum Pi :
1996 hlm 245 Pidana Indonesia dan Penerapannya,Cet IV, Jakarta,

¥Ibid , him 245
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penggelapan dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau denda paling
banyak sembilan ratus rupiah”.

Dalam pasal 374 KUHP menyatakan “Penggelapan yang dilakukan oleh
orang yang menguasai barang itu karena jabatannya atau karena pekerjaannya atau
karena mendapat upah untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama lima
tahun”.

Dalam Pasal 417 KUHP menyatakan “Seorang pejabat atau orang lain yang
diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum terus-menerus atau untuk sementara,
yang dengan sengaja menggelapkan, menghancurkan, merusakkan atau membuat tak
dapat dipakai barang-barang yang diperuntukkan guna meyakinkan atau
membuktikan di muka penguasa yang berwenang, akta-akta, surat-surat atau daftar-
daftar yang dikuasainya karena jabatannya, atau membiarkan orang lain
barang-barang itu, atau membantu dalam melakukan perbuatan itu, diancam dengan
pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan”.

Dari uraian diatas, maka perlu dilakukan penelitian dalam bentuk skripsi yang
berjudul : “Pertanggung jawaban pidana penyidik yang melakukan tindak pidana

penggelapan barang bukti hasil kejahatan berupa narkotika”.

B. Permasalahan

1. Bagaimana proses penyidikan terhadap penyidik yang melakukan tindak

pidana penggelapan barang bukti hasil kejahatan berupa narkotika ?



2. Bagaimana pertanggung jawaban pidana penyidik yang melakukan tindak

pidana penggelapan barang bukti hasil kejahatan berupa narkotika ?

C. Tujuan Penelitian
1. Untuk mengetahui proses penyidikan terhadap penyidik yang melakukan
tindak pidana penggelapan barang bukti hasil kejahatan berupa narkotika.
2. Untuk mengetahui pertanggung jawaban pidana terhadap penyidik yang
melakukan tindak pidana penggelapan barang bukti hasil kejahatan berupa

narkotika.

D. Maifaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis
Hasil Penelitian ini diharapkan bermanfaat secara teoritis untuk membantu
mengembangkan ilmu hukum mengenai petanggung jawaban pidana terhadap
penyidik yang melakukan tindak pidana penggelapan barang bukti hasil
kejahatan berupa narkotika berdasarkan peraturan perundang-undangan dan

literatur.

2. Manfaat Praktis
Hasil Penelitian ini diharapkan bermanfaat secara praktis sebagai bahan
pemikiran bagi penentu kebijakan dalam upaya melakukan penyempurnaan

undang-undang khiususnya mengenai petanggung jawaban pidana terhadap



penyidik yang melakukan tindak pidana penggelapan barang bukti hasil

kejahatan berupa narkotika.

E. Metode Penelitian
a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian hukum yang dilakukan adalah yuridis normatif, pada
penelitian ini tidak diperlukan penyusunan atau perumusan hipotesa.9 penelitian ini
akan menelaah kaedah-kaedah hukum atau asas-asas hukum yang berkaitan dengan
pertanggung jawaban pidana terhadap penyidik yang melakukan tindak pidana
penggelapan barang bukti hasil kejahatan berupa narkotika. Penelitian hukum ini

menggunakan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum

sekunder dan bahan hukum tersier.

b. Pendekatan Penelitian

Sehubungan dengan jenis penelitian yang digunakan yakni yuridis
normatif, maka pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan perundang-undangan
(statute approach) karena yang akan diteliti adalah berbagai aturan hukum yang
menjadi fokus sekaligus tema sentral suatu penelitian dan melihat hukum sebagai
sistem tertutup yang mempunyai sifat-sifat comprehensive artinya norma-norma

hukum yang ada didalamnya terkait antara satu dengan yang lain secara logis, bahwa

9 . ..
- Soejono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Universitas Indonesia, Jakarta 2007, him
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kumpulan norma hukum tersebut cukup mampu menampung permasalahan hukum
yang ada sehingga tidak akan ada kekurangan hukum dan dengan sistematik bahwa
disamping bertautan antara satu dengan yang lain, norma-norma hukum tersebut juga
tersusun secara hierarkis.'’

Dilakukan pula pendekatan konsep (concept approach) yang berfungsi untuk
memunculkan objek-objek yang menarik perhatian dari sudut pandangan praktis dan
sudut pengetahuan dalam pikiran dan atribut-atribut tertentu dengan fungsi tersebut,
konsep-konsep berhasil menggabungkan kata-kata dengan objek tertentu dan
penggabungan itu memungkinkan ditentukannya arti kata-kata secara tepat dan

menggunakannya dalam proses pikiran.!

¢. Bahan Hukum Penelitian

1. Bahan hukum primer yang mengikat terdiri dari peraturan perundang-undangan
yang terkait dengan objek penelitian. Misalnya : Kitab Undang-Undang Hukum
Acara Pidana, Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika,
Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia nomor 10 tahun 2010

tentang tata cara pengelolaan barang bukti dilingkungan Kepolisian Negara

Republik Indonesia.

* Johny Tbrahim, Teori dan metodologi penelitian hukum i .
Publishing, Malang,2010,him 303 Ep normative,Bayumedia

" Ibid, hlm 306
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2. Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberi penj elasan mengenai
bahan hukum primer berupa buku-buku dan tulisan-tulisan ilmiah hukum yang
terkait dengan objek penelitian ini.

3. Bahan hukum tersier adalah petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum
primer atau bahan hukum sekunder yang berasal dari kamus, ensiklopedia,

majalah, surat kabar, dan sebagainya.12

d. Tehnik Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan bahan penelitian berupa bahan-bahan hukum bersifat normatif
dilakukan dengan cara penelusuran, pengumpulan, dan studi dokumen, baik secara
konvensional maupun menggunakan teknologi informasi (internet). Selanjutnya,
pengumpulan bahan penelitian berupa fakta kemasyarakatan bersifat empiris-
deskriptif dilakukan dengan menggunakan teknik wawancara mendalam yang
dilakukan terhadap informa secara purposesive sampling yaitu Propam Polresta

Palembang.

€. Analisis Bahan Hukum

Bahan hukum yang telah diperoleh, diolah secara Content Analysis yang
harus dipertanggung jawabkan secara ilmiah. Penelitian ini memaknai hukum sebagai
suatu sistem yang terdiri dari atas tiga elemen utama berupa aturan-aturan, prinsip-

prinsip, dan moralitas yang berinteraksi secara positif guna menggerakkan bekerjanya

12Zainuddin Ali,Metode penelitian hukum,Sinar Grafika,Jakarta,2010,hlm 106
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sistem tersebut secara dinamis.’> Kemudian diolah berdasarkan asas-asas atau
konsep-konsep hukum, dan peraturan perundang-undangan yang terkait. Dari analisis
tersebut ditarik kesimpulan secara deduktif-induktif yaitu dengan beranjak darn
prinsip umum ke prinsip khusus kemudian ditarik menjadi kesimpulan umum, yang

merupakan jawaban dari permasalahan yang dibahas dan diuraikan secara sistematis.

"*Zainuddin Ali, Op.cit him 273
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